SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN
2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Menimbang : a.

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap
penduduk, sehingga diperlukan jaminan pemeliharaan

kesehatan;

bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, maka diperlukan pengelolaan jaminan kesehatan

yang dilaksanakan oleh kelembagaan yang berwenang;

bahwa badan yang berwenang menyelenggarakan program
jaminan kesehatan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan, sehingga Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Menetapkan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10) dicabut

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN.

Pasal 1

dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (2,2/2023).
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN
2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

I. UMUM

Jaminan kesehatan merupakan bagian Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) yang sangat penting dalam rangka memberi kepastian perlindungan
dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya penduduk
Kota Yogyakarta. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pengelolaan
jaminan kesehatan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai amanat
undang-undang.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa penyelenggaraan
jaminan kesehatan di kota Yogyakarta diselenggarakan oleh Badan Pelaksana.
Namun, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberikan kewenangan kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penyelenggara program jaminan
kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu
mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Sistem Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
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